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1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki dampak signifikan terhadap
berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Selama periode 1969-1976,
kebijakan pemerintah Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas nasional, dan konsolidasi
kekuasaan. Hal ini juga berdampak pada sistem pendidikan, di mana perhatian terhadap pembangunan
infrastruktur pendidikan, peningkatan akses, dan pembagian tingkatan pendidikan menjadi fokus utama.
Dampak kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap perkembangan pendidikan anak tahanan G30S di Pulau
Buru secara khusus dapat dikaji dalam konteks perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masa itu,
termasuk pengaruh terhadap kurikulum, akses pendidikan, dan kondisi sosial anak-anak tahanan.

Ketika Orde Baru mengambil alih kekuasaan, pemerintahannya mengimplementasikan berbagai
kebijakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menekan perlawanan politik, termasuk terhadap
kelompok-kelompok yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S. Salah satu konsekuensinya adalah
penahanan dan deportasi terhadap sejumlah individu yang dianggap terlibat atau diidentifikasi sebagai
simpatisan PKI. Pemerintahan Orde Baru Suharto ditandai oleh pembangunan ekonomi dan sosial yang
mengesankan, tetapi juga oleh korupsi dan penindasan [1]. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga menerapkan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara, serta melakukan pelaksanaan
pemilihan umum secara teratur untuk menjaga kedaulatan rakyat. Meskipun berhasil dalam pembangunan
ekonomi, pemerintahan Orde Baru juga diwarnai oleh kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pulau Buru, yang terletak di Provinsi Maluku, digunakan sebagai tempat pengasingan bagi tahanan
politik yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Selama kurun waktu 1969-1976, para tahanan di Pulau Buru
menghadapi berbagai dampak akibat kebijakan pemerintah Orde Baru. Mereka diasingkan ke pulau ini dan
menghadapi kondisi yang sulit, termasuk dalam hal pendidikan anak-anak tahanan G30S. Beberapa tahanan
berhasil bertahan, sementara yang lain meninggal di pulau tersebut. Hingga Kini, para mantan tahanan Pulau
Buru terus menulis memoar tentang pengalaman mereka [2].

Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan anak tahanan G30S di Pulau Buru mencakup
pembatasan akses terhadap pendidikan formal, kurikulum yang dikendalikan penuh oleh pemerintah, serta
kondisi penahanan yang mungkin tidak mendukung proses pendidikan yang optimal. Pembatasan tersebut bisa
mencakup akses terhadap buku-buku, guru yang berkualitas, dan fasilitas pendidikan yang memadai.
Pemerintah Orde Baru menganggap bahwa pemberontakan G30/S/PKI sebagai suatu ancaman serius terhadap
Pancasila. Pemberontakan PKI di bawah pimpinan Aidit tersebut dinilai bertujuan untuk menggantikan
ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Sebagian besar dari mantan tahanan politik harus rela menderita
karena secara ekonomi harus hidup apa adanya karena hak-hak ekonomi mereka dibatasi sedemikian rupa.
Demikian juga dengan kehidupan sosial para mantan tahanan politik. Rata-rata mengalami perlakuan yang
tidak mengenakan dari lingkungan mereka. Hal ini disebabkan karena stigma yang dilabelkan oleh penguasa
bahwa mantan tahanan politik G30S/PKI merupakan orang yang berbahaya dan tidak bisa dipercaya [3].

Sementara itu, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar juga dapat memengaruhi
pendidikan anak tahanan. Stigma sosial terhadap kelompok yang terlibat dalam G30S/PKI mungkin
menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pengembangan diri anak-anak tersebut. Selain itu, isolasi
pulau dan kurangnya integrasi dengan masyarakat luas dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan
psikologis anak-anak tersebut. Perubahan sosial dan lingkungan yang tidak mendukung dapat memengaruhi
pendidikan anak tahanan, terutama terkait dengan stigma sosial dan isolasi. Anak-anak tahanan rentan
mengalami stigmatisasi dan kurangnya integrasi dengan masyarakat luas, yang dapat mempengaruhi
perkembangan sosial, psikologis, dan pendidikan mereka. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak
tahanan seringkali tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak anak secara memadai, termasuk dalam hal
pendidikan, perlindungan, dan Kesehatan [4]. Selain itu, lingkungan tahanan juga dapat mempengaruhi
perkembangan anak, termasuk kesadaran hukum, kualifikasi pendidik, dan integrasi dengan Masyarakat.
Meskipun demikian, beberapa lembaga pembinaan khusus anak di Indonesia berupaya memberikan perlakuan
yang layak dan pendidikan yang menjamin masa depan anak-anak tahanan.
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Melalui penelitian lebih lanjut, dapat dipahami lebih dalam bagaimana kebijakan pemerintah Orde
Baru dan perubahan sosial di Pulau Buru pada periode tersebut berdampak pada pendidikan anak tahanan
G30S. Ini menjadi bagian penting dalam memahami perjalanan sejarah Indonesia dan implikasinya terhadap
perkembangan sosial dan pendidikan.

2. DASAR TEORI
Sejarah Politik Indonesia pada Era Orde Baru

Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai setelah transisi dari pemerintahan
Soekarno pada tahun 1965 dan berakhir pada tahun 1998 setelah jatuhnya Soeharto. Tujuan utama Orde Baru
adalah menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia setelah periode krisis yang melanda.
Pemerintahan Orde Baru mengimplementasikan kebijakan politik dan keamanan yang keras, termasuk
penganiayaan terhadap kelompok-kelompok terkait G30S/PKI. PKI dilarang dan beberapa pemimpinnya
diasingkan atau dieksekusi. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan
umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 [5].

Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dikenal dengan kebijakan politik otoriter
dan penekanan terhadap oposisi politik. Selama masa ini, terjadi penghilangan paksa, penahanan, dan eksekusi
terhadap anggota dan simpatisan PKI (Partai Komunis Indonesia) pasca peristiwva G30S/PKI pada 1965.
Kebijakan politik dan keamanan Orde Baru juga melibatkan pembungkaman terhadap kritikus rezim, sensor
terhadap media, serta pengawasan ketat terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat. Hal ini mengakibatkan
pelanggaran HAM yang meluas dan otoritarianisme yang meresahkan. Meskipun pemerintahan Orde Baru juga
dianggap berhasil dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, namun penindasan politik dan
keamanan yang dilakukannya menuai kritik dari dalam dan luar negeri [6].

Teori Pendidikan dalam Konteks Penahanan

Dalam konteks penahanan, pendidikan dan pengajaran bagi tahanan memiliki peran penting dalam
membantu perkembangan anak-anak yang berada dalam situasi tersebut. Program pendidikan yang sesuai dan
mendukung, serta akses terhadap bahan bacaan dan kegiatan kreatif, dapat membantu anak-anak menjaga
keseimbangan emosional dan perkembangan intelektual mereka selama berada di dalam penahanan. Upaya
untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di dalam penahanan sangat penting untuk
memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan agar mereka memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh
dan berkembang [7]. Terdapat beberapa teori pendidikan alternatif atau non-formal yang dapat diterapkan
dalam konteks penahanan. Beberapa di antaranya termasuk pendidikan non-formal, homeschooling, dan sistem
pendidikan non-formal di desa. Pendidikan non-formal adalah bentuk pendidikan yang dilakukan di luar
lingkup pendidikan formal, memberikan fleksibilitas dalam waktu, tempat, dan kurikulum, serta dapat menjadi
solusi bagi masyarakat yang sulit mengakses pendidikan formal [8]. Homeschooling, atau pendidikan di
rumah, juga merupakan bentuk pendidikan alternatif yang semakin diminati oleh Masyarakat [9]. Selain itu,
sistem pendidikan non-formal di desa menawarkan fasilitas terjangkau, fleksibilitas waktu, pengetahuan
praktis, peningkatan keterampilan, dan meningkatkan kemandirian warga desa, sehingga menjadi alternatif
yang efektif dalam meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Dengan demikian, penerapan teori-
teori ini dapat membantu memperluas akses pendidikan dalam konteks penahanan.

Sosiologi Pendidikan dan Stigma Sosial

Stigma sosial terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI memiliki
dampak jangka panjang yang signifikan pada individu dan keluarga mereka di Indonesia. Stigmatisasi dimulai
pada tahun 1965 setelah upaya kudeta yang gagal yang disalahkan pada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan
berlanjut selama beberapa dekade. Hal ini telah menyebabkan pengucilan dari masyarakat, pengangguran, dan
pelecehan terhadap keturunan mereka yang terkait dengan PKI. Penolakan pemerintah untuk meminta maaf
dan kebutuhan rekonsiliasi nasional dan perbaikan sejarah telah ditekankan. Stigma ini mempengaruhi berbagai
aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan integrasi social [10]. Dalam bidang sosiologi
pendidikan, dampak stigma sosial terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI
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merupakan area studi yang signifikan. Konsekuensi jangka panjang dari stigma ini pada individu yang terkena
dampak, keluarga mereka, dan masyarakat pada umumnya merupakan fenomena sosiologis yang kompleks
yang memerlukan penelitian dan analisis lebih lanjut. Literatur yang ada dan kesaksian langsung menekankan
sifat yang meresap dan abadi dari stigma ini, menjadikannya subjek penelitian sosiologis yang menarik [11].

Stigma sosial dapat memengaruhi pendidikan anak-anak dan interaksi sosial mereka. Sebuah studi
tentang dukungan sosial dan strategi menghadapi stigma negatif anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan
menunjukkan bahwa dukungan sosial dan strategi yang tepat dapat membantu anak-anak mengatasi stigma
negatif dan meningkatkan interaksi sosial mereka [12]. Stigma negatif dari masyarakat juga dapat membuat
orang dengan gangguan kesehatan jiwa sulit pulih dan mengurangi interaksi sosial mereka

Psikologi Anak dan Dampak Trauma

Studi psikologi anak terkait dengan pengalaman traumatis menunjukkan bahwa trauma masa kanak-kanak
dapat berdampak pada perkembangan kognitif dan emosional anak. Dampak psikologis trauma pada anak-anak
dapat meliputi self-harm, perilaku agresif, kecemasan, ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, masalah
dalam berelasi dengan keluarga, gangguan tidur, perubahan emosi, dan perilaku. Beberapa teori psikologi anak
menekankan bahwa pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak dapat memengaruhi perkembangan
kepribadian dan kesejahteraan emosional anak hingga masa remaja dan dewasa. Gejala trauma pada anak dapat
berubah menjadi gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang memerlukan penanganan yang tepat. Anak yang
mengalami trauma perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat agar perkembangan mereka tidak
terhambat dan kehidupan sosialnya tidak terganggu.

Sosiologi Pulau Buru dan Isolasi Sosial

Isolasi sosial dapat berdampak pada kemampuan anak-anak tahanan untuk mengembangkan
keterampilan sosial, belajar norma sosial, dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Menurut
penelitian, isolasi sosial pada anak-anak tahanan dapat menyebabkan keterbatasan dalam interaksi dengan
masyarakat luas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan sosial dan
keterampilan interpersonal mereka. Dampak ini dapat mempersulit reintegrasi anak-anak tahanan ke dalam
masyarakat setelah masa tahanan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan dukungan yang tepat
untuk mengatasi isolasi sosial dan memfasilitasi perkembangan keterampilan sosial anak-anak tahanan. Anak-
anak tahanan mungkin mengalami stigmatisasi atau diskriminasi dari masyarakat luas sebagai akibat dari
hubungan keluarga mereka dengan tahanan G30S/PKI. Stigma ini dapat menghambat integrasi sosial anak-
anak, membatasi dukungan dari lingkungan sekitar, dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap mereka.
Dampak dari peristiwa G30S/PKI, termasuk stigma terhadap komunisme, telah berdampak jangka panjang
terhadap masyarakat Indonesia, menciptakan sentimen kebencian, trauma, dan perubahan politik. Stigmatisasi
buruk terhadap PKI dan komunisme yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru juga telah memengaruhi nasib
korban, termasuk anak-anak, yang masih dirasakan hingga saat ini.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode dan metodologi yang digunakan adalah metode sejarah adalah dua fase kegiatan yang berbeda
untuk tugas yang sama. Metode dalam penelitian sejarah adalah bagaimana memperoleh pengetahuan,
sedangkan metodologi adalah mengetahui bagaimana mengetahui. Ada beberapa metode yang digunakan
dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu mencari topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik
sumber), interpretasi, dan historiografi. Tahap-tahap dalam langkah-langkah penelitian sejarah meliputi
pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi [13].
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4. HASIL DAN DISKUSI
Kebijakan Pemerintahan Orde Baru mengenai penyelesaian tahanan politik G30S 1965

Kebijakan Pemerintahan Orde Baru mengenai penyelesaian tahanan politik G30S 1965 didasarkan
pada upaya pembubaran dan penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta tindakan balas dendam
terhadap para anggota PKI dan simpatisannya. Setelah Soeharto berkuasa, dia melarang secara resmi organisasi
yang berkaitan dengan PKI pada 12 Maret 1965. Selain itu, berbagai teori juga menunjukkan keterlibatan PKI
dalam peristiwa G30S 1965, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Orde Baru untuk melakukan
pembubaran PKI dan penindasan terhadap anggotanya. Selama masa transisi ke Orde Baru, terjadi perubahan
peta politik dan ekonomi di Indonesia pasca peristiwa G30S 1965, yang berdampak pada berbagai kebijakan
politik dan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru [14].

Perubahan sosial yang terjadi setelah peristiwa G30S 1965

Perubahan sosial yang terjadi setelah peristiwva G30S 1965 di Indonesia termasuk munculnya
demonstrasi menentang PKI, pembunuhan dan penangkapan terhadap anggota PKI, serta krisis politik dan
ekonomi. Secara politik, terjadi perubahan peta kekuatan politik dengan lahirnya kekuatan politik baru, yaitu
tentara AD, sementara PKI hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Kekuasaan dan pamor politik
Presiden Soekarno meredup, dan terjadi pembantaian terhadap jutaan manusia dengan alasan membasmi
komunisme. Selain itu, terjadi krisis politik dan ekonomi yang mendalam. Dampak sosial dan politik lainnya
meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap anggota PKI, serta munculnya pertentangan dalam lembaga
dan aksi demonstrasi yang dilakukan secara besar-besaran. Dari dibuatnya kebijaksanaan itu, tidak semua
permasalahan dapat teratasi, melainkan banyak perubahan sosial yang muncul. Diantaranya permasalahan
keluarga yang terpisah, masalah pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani para tahanan dan keluarganya, dan
masih banyak lagi permasalahan yang muncul. Salah satu permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian
ini adalah masalah pendidikan. Ketika suatu kebijaksanaan telah dibuat, maka ada keputusan lain yang akan
dibuat guna memberi kelanjutan dari permasalahan-permasalahan yang berkembang. Dengan sebuah
kebijaksanaan yang dibuat pemerintah mengatur tentang penyatuan kembali tahanan dengan keluarga.
Permasalahannya adalah apakah tempat pemanfaatan tahanan cukup layak ditinggali oleh anak-anak dan
keluarga para tahanan. Karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi banyak pihak yang terlibat,
keadaan yang dirasa cukup memadai di Pulau Buru membuat pengiriman anak-anak dan keluarga para tahanan
dipersatukan sejak tahun 1972. Selanjutnya setelah mereka dipersatukan, bukan berarti permasalahan selesai
begitu saja, melainkan muncul permasalahan lain yang perlu dipikirkan penyelesaian selanjutnya. Maka dibuat
lagi kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang mempunyai pengaruh besar perkembangan selanjutnya. Termasuk
perkembangan Pendidikan.

Dampak kebijakan pemerintahan Orde Baru dan perubahan sosial terhadap perkembangan
pendidikan anak tahanan politik G30S di Pulau Buru 1969-1976

Kebijakan pemerintahan Orde Baru dan perubahan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap
perkembangan pendidikan anak tahanan politik G30S di Pulau Buru antara tahun 1969 hingga 1976. Proses
penahanan dan pengasingan para tahanan politik tersebut memengaruhi pendidikan anak-anak mereka.
Pemulangan para tahanan politik ke keluarga dan kampung halaman mereka dipengaruhi oleh alasan
kemanusiaan dan ketiadaan undang-undang yang menuntut penahanan mereka secara terus-menerus.
Kebijakan pemerintahan Orde Baru, termasuk penahanan tahanan politik, berdampak besar pada struktur sosial
pada saat itu, yang pada gilirannya memengaruhi pendidikan dan kesejahteraan anak-anak para tahanan politik
[15]. Anak-anak tahanan politik di Pulau Buru mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan
formal. Meskipun tidak ada informasi spesifik tentang akses pendidikan anak-anak tahanan politik, situasi
politik yang membatasi akses terhadap pendidikan formal di Pulau Buru telah menjadi perhatian. Sebuah studi
menunjukkan bahwa kearifan lokal di Pulau Buru dianggap penting untuk menciptakan keteraturan dan
keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan, namun, hal ini tidak menyingkirkan
pentingnya akses pendidikan formal. Faktor-faktor seperti kondisi hidup yang sulit dan situasi keamanan yang
ketat di Pulau Buru mungkin mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan anak-anak tahanan politik, sehingga
dapat memengaruhi proses pembelajaran mereka.
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Kebijakan Orde Baru cenderung membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Anak-anak
tahanan politik mungkin tumbuh dalam lingkungan di mana ekspresi kritis terhadap pemerintah atau ideologi
resmi dihambat. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers terbatas dan dikendalikan oleh pemerintah. Departemen
Penerangan dan SIUPP merupakan faktor yang menjadi penghambat kebebasan pers pada masa Orde Baru.
Perusahaan pers dituntut untuk memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintah Orde Baru, sehingga pers
tidak dapat menjalankan fungsinya yang sesungguhnya, yaitu mengawasi Kinerja pemerintah dan menyalurkan
aspirasi Masyarakat [16]. Namun, setelah runtuhnya kekuasaan pemerintah Orde Baru, kehidupan pers di
Indonesia mulai memperoleh kebebasan, terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 yang
mengatur bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan. Dalam undang-undang yang baru ini,
secara tegas dinyatakan tentang dijaminnya kebebasan pers dan tidak adanya penyensoran, pembredelan, dan
lainnya [17]. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia mengalami perubahan
signifikan setelah era Orde Baru.

Interaksi anak-anak tahanan politik dengan masyarakat setempat di Pulau Buru dapat memengaruhi
persepsi mereka terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat setempat mungkin memberikan dukungan atau
memandang negatif terhadap mereka, yang dapat memengaruhi perkembangan sosial dan psikologis mereka.
Setelah masa tahanan berakhir, anak-anak ini kemungkinan akan menghadapi tantangan reintegrasi ke dalam
masyarakat. Pengalaman di Pulau Buru dapat memengaruhi perkembangan pribadi, pendidikan, dan karir
mereka dalam jangka panjang. Proses reintegrasi ke masyarakat dapat menjadi tantangan, terutama setelah
pengalaman seperti itu. Beberapa penelitian mengeksplorasi proses reintegrasi mantan narapidana tindak
terorisme dan orang dengan skizofrenia ke dalam masyarakat, yang dapat memberikan wawasan tentang
hambatan dan strategi untuk reintegrasi. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam membagi pengalaman dan
membangun ketahanan masyarakat untuk mencegah ekstrimisme kekerasan, yang dapat menjadi landasan
untuk memahami tantangan reintegrasi anak-anak tersebut [18].

KESIMPULAN

Pemerintahan membuat kebijaksanaan karena didasari adanya permasalahan yang mempunyai
pengaruh kepada banyak orang, dan kebijakasanaan yang dibuat memiliki makna bagi penyelesaian
permasalahan yang perlu diatasi dengan cara-cara khusus sehingga dalam proses penyelesaiannya mengarah
pada tujuan-tujuan yang diharapkan bersama. Kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru untuk
mengatasi penyelesaian tahanan G30S adalah kebijaksanaan yang dibuat dan dipikirkan bersama untuk
kebaikan banyak pihak. Mengenai adil atau tidaknya kebijaksanaan itu untuk tahanan G30S. Kebijaksanaan
itu adalah pemindahan tahanan politik dari rumah tahanan yang sudah tidak bisa menampung tahanan G30S
ke tempat pemanfaatan. Tujuan pemindahan itu adalah untuk membina para tahanan untuk bisa kembali lagi
nantinya ke masyarakat umum. Caranya dengan memberikan pembinaan keagamaan dan pembinaan fisik. Di
tempat pemanfaatan ini para tahanan mempersiapkan tempat yang mulanya berupa hutan menjadi lahan yang
siap untuk lahan. Dampak kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dan perubahan social terhadap perkembangan
pendidikan anak tahanan G30S di Pulau Buru diantaranya, Kebijaksanaan pemerintah Orde Baru terhadap
penyelesaian tahana G30S adalah untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari peristiwa G30S. Pulau
Buru dipilih sebagai tempat rehabilitasi tahanan G30S/PKI golongan B karena letaknya yang jauh dari ibu kota
yang sedang dalam keadaan sensitif, sebagai proyek transmigrasi, dan punya sejarah sebagai tempat
pengungsian. Di Pulau Buru pemerintah mengadakan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah untuk
anak-anak dan keluarga tahanan G30S.

Dampak Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dan Perubahan Sosial Terhadap Perkembangan
Pendidikan Anak Tahanan G30S di Pulau Buru 1969-197
(Rimadany Yuda Chusata)
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